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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana terhadap Kemiskinan, ketimpangan
Pendapatan, Infrastruktur Ekonomi, Produktivitas Padi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 — 2020. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi
sederhana Data Panel. Populasi dalama penelitian ini adalah 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Sample kasus
dalam penelitian ini adalah 6 tahun. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa
berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan
terhadap ketimpangan Pendapatan. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif — signifikan terhadap
Infrastruktur Ekonomi. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Produktivitas Petani
Padi. Implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya efektifitas alokasi dana desa terhadap pengembangan
kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah. Pentingnya pembangunan yang inklusif dimana seluruh
golongan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama terhadap akses kesejahteraan melalui program
— program desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Kemiskinan; Ketimpangan Pendapatan; Infrastruktur Ekonomi;
Produktivitas Padi.

Abstract

This study to determine the Effect of Fund Allocation on Poverty, Income Inequality, Economic
Infrastructure, Rice Productivity in Central Java Province in 2015 — 2020. The type of research used is
guantitative research. The research method used is simple regression of panel data. The population in this
study were 29 districts in Central Java. The case sample in this study was 6 years. The results of this study
indicate that the Village Fund Allocation has a significant negative effect on poverty. Village Fund
Allocation has a significant positive effect on income inequality. Village Fund Allocation has a significant
positive effect on Economic Infrastructure. Allocation of Village Funds has a significant negative effect on
Rice Farmer Productivity. The implication of this research is the importance of the effectiveness of village
fund allocation on the welfare development of rural communities in Central Java. The importance of
inclusive development where all community groups get equal opportunities to access welfare through
village programs.

Keywords: Village Fund Allocation, Poverty, Income Inequality, Economic Infrastructure, Rice
Productivity.
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1. Pendahuluan

Penyelenggaraan desentralisasi memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada daerah
untuk mengatur dan mengelola keperluan rumah tangganya sendiri terutama dalam kebijakan
politik tanpa ikut campur tangan pemerintah pusat (Kumalasari & Riharjo,2016). Pembangunan
dengan konsep desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah mengali potensi terutama dalam
pertumbuhan ekonomi di daerah yurrisdiksinya (Bastian, 2015). Kemampuan desa dan tanggung
jawab otonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dimana esensi dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan
kewenangan dan kewajiban terhadap pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat daerah
tersebut. Kewajiban tersebut tentunya memiliki dampak yang positif maupun negatif terhadap
pertumbuhan inklusifitas suatu daerah (harstuti et al, 2022).

Salah satu bentuk positif dari otonomi daerah adalah perluasan dan kesesuaian kapasitas
masyarakat masing-masing daerah untuk mencapai kesejahteraan melalui sumber daya yang
dimiliki (kholmi, 2017). Penguatan bentuk otonomi daerah dalam undang-undang dijelaskan
dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dimana pemerintah daerah dalam penyelenggraan pemerintahan dilaksanakan menurut tugas
pembatuan dan berasaskan otonomi seluas luasnya Rokhayati et al, 2021 Namun demikian dengan
adanya struktur otonomi daerah tersebut mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan
konsekuensi lebih untuk seperti dana khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah
(kholmi,2017). Konsekuensi tersebut diikuti tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola
keungan atau kebijakan fiskal sesuai dengan kepentingan masyarakat (Arfiansyah, 2020). Dalam
pengelolaan tersebut dibutuhkan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memudahkan pekerjaan
dibidang fiskal pemerintah daerah sehingga terdapat pembukuan dan penentuan kebijakan yang
tepat (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah di tingkat Provinsi (Arfiansyah, 2020).
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara langsung memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan
pemerintah mengelola sumber daya dan memastikan masyarakat terlayani dengan baik sesuai
pedoman undang-undang (Payana & Suntoro, 2003). Dalam konsep tersebut tentunya dibutuhkan
strategi dan program dari kepala daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. (Purnomo
et al 2021).Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 memberikan
parameter dalam mencapai kesejahteraan rakyat dengan tiga langkah utama yaitu peningkatan
pelayanan terhadap publik, peningkatan pemberdayaan dalam masyarakat, dan upaya mendorong
masyarakat dalam daya saing antar daerah (Muntahana et al, 2022).

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/kota dengan total desa/kelurahan sejumlah 8,562
dan menjadi provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia (BPS Provinsi
Jawa Tengah 2021). Penduduk di Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar
5,18 Persen dari tahun (2016 - 2020). BPS Provinsi Jawa Tengah 2021). Jumlah kelurahan/desa
serta keselarasan terhadap jumlah penduduk seharusnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi
dengan potensi Ekonomi terbesar di Indonesia. Namun demikian menurut Arfiansyah (2020).
Menyatakan bahwa Jawa Tengah masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup
tinggi di Pulau Jawa (11,84 persen).
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Indikator ekonomi merupakan parameter yang relevan terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah
(Lalira et al., 2018). Angka perumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi parameter dalam
pemecahan masalah daerah terutama kemiskinan (Arfiansyah, 2020). Menurut Badan Pusat
Statistik Provinsi Jawa Tengah (2020), laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami
penurunan drastis di tahun 2020 dengan -2,65 lebih rendah dari pertumbuhan nasional dengan
2,07. Penurunan tersebut sangat drastis dan menjadi laju pertumbuhan ekonomi terburuk selama 6
tahun terakhir (2014 — 2020). Pendapatan Domestik Regional Bruto di tahun 2020 mengalami
penurunan dari tahun 2019 berdasarkan ADHB sebesar -0,95 persen dan berdasarkan ADHK
sebesar -2.65 persen (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Ekonomi di desa menjadi salah satu faktor yang terdampak akibat terjadinya perlambatan terhadap
laju pertumbuhan ekonomi (Lalira et al., 2018). Menurut sirait & Oktavia (2021); Rokhayati et al,
2021. dana desa di definisikan sebagai dana pembangunan sumber daya manusia melalui
pemberdayaan. Sebagai dasar hukum penetapan dana desa yaitu menurut Peraturan Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa (2016) di tetapkan bahwa sumber
alokasi dana desa diambil dari APBN. Dalam fungsinya, dana desa berfungsi sebagai pendorong
bagi masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran (Sirait &
Oktavia, 2021).

Secara nasional adanya dana desa dapat mengurangi angka kemiskinan kumulatif, namun belum
mampu menyamau tingkat kecepatan penurunan kemiskinan di kota (Sirait & Oktaviani ). Dengan
jumlah penduduk tinggi yang miskin mayoritas berada di pedesaan, artinya penggunaan dana desa
dalam mengurangi angka kemiskinan belum efektif. Karna terdampak nya ekonomi nasional
akibat pandemi juga membuat peningkatan alokasi dana desa tidak signifikan di tahun 2020
sebesar 71,2 triliun rupiah atau 2,0 Persen dari tahun 2019 namun pada tahun 2021 melalui
RAPBN, dana desa kembali mengalami stagnansi peningkatan nilai sebesar 1,1 persen
dibandingkan 2020 (Kementrian Keungan Republik Indonesia ,2021). Berikut Grafik Laju Alokasi
Dana Desa Dalam Triliun Rupiah Tahun 2015-2020.

80
70
60
50
40
30 59.8 S5
20 46.7
10 20.8
0

69.8 71.2 72

2015 2016 2017 2017 2019 2020 2021
Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Gambar 1. Laju Alokasi Dana Desa Dalam Triliun Rupiah Tahun 2015 — 2021
Provinsi Jawa Tengah menjadi penerima dana desa terbanyak di Indonesia dengan total dana desa
di tahun 2020 mencapai 8,116 triliun lebih besar dari Jawa Timur dan Jawa Barat (Kementerian
Keungan Republik Indonesia, 2021). Angka tersebut juga lebih besar dari pada dana desa ditahun
2019 Provinsi Jawa Tengah Sebesar 7,79 triliun atau mendapatkan sebesar 4,18 persen terhadap
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7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2020). Dana tersebut dibagikan ke setiap desa dengan
pembangian yang di sesuaikan dengan jumlah jiwa , luas wilayah desa, tingkat penduduk miskin
dan bentuk geografis wilayah desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Alokasi dana desa di Provinsi Jawa
Tengah mencapai peningkatan signifikan fari tahun 2015 menuju tahun 2021 dengan tercapinya
199 desa mandiri dan 146 desa tertinggal ( Keputusan Direktural Jendral Pembangunan Desa Dan
Pedesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, 2021).

Kebijakan prioritas Jawa Tengah masih difokuskan ke dalam program penaggulangan Penduduk
miskin terutama di wilayah pedesaan yang masih menjadi sentra penduduk miskin di Jawa Tengah
(Arfiansyah, 2020). (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Upaya dalam penanggulangan kemiskinan
mendapatkan tren positif dan terus menurun sejak tahun 2012 hingga 2019 tren positif tersebut
lalu berhenti akibat masalah luar biasa yang menyebabkan permasalahan ekonomi di Provinsi Jawa
Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2021) Presentase penduduk Miskin di Jawa
Tengah dari maret 2012 hingga Maret tahun 2021 mengalami tren penurunan sejak september
2020 dengan presentase perubahan 0,05persen. Nirmala et al, 2022. Namun tren penurunan
tersebut mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2019 dimana rasio peningkatan angka
kemiskinan menuju maret 2020 sebesar 0,83persen dan terus naik hingga september 2020.
Penelitian yang dilakukan Simarmarta (2016) di desa Hutan Durian Menghasilkan kesimpulan
bahwa rasio kenaikan kemiskinan yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan teori bottle
effect terhadap kemiskinan masyarakat sundari 2021. Pemerintahan desa harus benar-benar
mengarahkan pada orang yang tepat sehingga kemiskinan tidak menghasilkan gelombang besar
kemiskinan bari akibat tidak efektifnya program dana desa (Achadi et al, 2021)

Infrastruktur ekonomi menjadi dimensi dalam mengukur tingkat efektifitas pengelolaan dana desa.
Menurut The World Bank Office Jakarta (1966), definisi dari infrastruktur ekonomi adalah bentuk
pembangunan fisik yang berfungsi sebagai penyediaan jasa dan produksi meliputi aset publik (air
minum, telekomunikasi, gas dan sanitasi), serta sektor pendukung transportasi (jalan, bandara,
terminal dan mode transportasi lainnya), infrastruktur dapat membangun pertumbuhan ekonomi
daerah. Jawa Tengah menjadi Provinsi keempat terbesar dalam menyumbang perekonomian
nasional yaitu 8,54 persen setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa
Tengah, 2021). Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah (2020), nilai pertumbuhan dana desa terhadap
alokasi terhadap pembangunan mengalami penurunan dari tahun 2019 (9.146.733.358) ke tahun
2020 (8.029.844.725). Pembangunan Infrastruktur ekonomi masih menjadi prioritas di desa — desa
Jawa Tengah terutama dalam pembangunan jalan, Infrastruktur pertanian (irigasi) dan perbaikan
fisik fasilitas desa (Rahayu, 2018). Pembangunan tersebut guna menunjang aksesibilitas menuju
perkotaan sehingga ekonomi desa dapat tumbuh melalui konektivitas antar daerah tersebut (Lai &
zhang, 2015).

Pertanian menjadi lapangan usaha mayoritas bagi penduduk Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa
Tengah,2021). Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di bidang
pertanian mencapai 26,28 persen. Pertanian juga menjadi salah satu bidang yang mengalami laju
pertumbuhan positif di masa pandemi (tahun 2020) dengan laju pertumbuhan 2,48 persen . Secara
menyeluruh produktivitas padi di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar
0,6persen mejadi 56,9 persen. Nilai tukar pertanian Jawa Tengah berada pada kondisi baik dimana
pada tahun 2020 berada pada indeks 101,49. Potensi percepatan program kesejahteraan petani di
Jawa Tengah menjadi sumber Progresif dalam mendorong Produktivitas padi akibat stagnansi laju
pertumbuhan PDRB di bidang pertanian (Sirait & Oktavia, 2021).
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Penelitian yang dilakukan sudewi dan wiranti (2013); Rokhayati et al, 2022. mengemukan bahwa
pengaruh desebtralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan berpengaruh
signifikan terhadap kemiskinan. Kebijakan desentralisasi fiskal akan memberikan dampak yang
positif terhadap perkembanan potensi dan kreatifitas daerah dan efektifitas dalam mengelola hasil
kekayaan daerah yang akan berpengaruh pada penerimaan daerah yang selanjutnya. Berbeda
halnya dengan penelitian Syamsul (2020); Rokhayati et al, 2021 desentralisasi fiskal terhadap
tingkat kemiskinan masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana perimbangn berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat (winarto et al 2022). Begitupula desentralisasi
fiskal yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah juga berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sementara itu, desentralisasi fiskal yang diproksikan
dengan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di
Indonesia (Muntahanah et al, 2021).

Sari dan Abdullah (2017) megambil kesimpulan pada penelitiannya bahwa alokasi dana desa
terutama pada desa yang tertinggal atau sangat tertinggal akan mendorong keinginan masyarakat
untuk melakukan produksi di luar kebiasaannya. (Zumaeroh et al, 2022) Dalam penelitian tersebut
Alokasi Dana Desa akan menstimulus produksi yang hanya bersifat lokal (antar desa), namun juga
membuka kesempatan untuk dapat menyebarkan produksinya menuju perkotaan (Sari dan
Abdullah, 2017). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lalita et al,. (2018) yang
memberi kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan
ketimpangan masyarakat desa. (Rokhayati et al, 2021).

Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa merupakan salah satu harapan bagi masyarakat desa
untuk tumbuh dan bersaing dengan masyarakat yang ada di perkotaan (Lalira et al,. 2018).
Penelitian yang dilakukan sujaya et al., (2018) menyebut bahwa Alokasi Dana Desa dapat
mengembangkan potensi produktivitas pertanian terutama dalam upaya mensubsidi alat dan biaya
alat dan biaya modal pertanian. Hal tersebut dapat didukung dengan penelitian Yulitasari dan Tyas
(2020) yang menyebut bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap produktivitas
pertanian dan pembangunan Infrastruktur (Muntahanah, et al, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganbalisis 1) pengaruh alokasi dana desa
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 2) pengaruh alokasi dana desa
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 3) pengaruh alokasi dana
desa berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Infrastruktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
4) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap Produktivitas pertanian di Provinsi Jawa
Tengah.

2. Tinjauan Literatur
2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Richard & Villanncourt (2002) megemukakan teori desentralisasi fiskal sebagai pendelegasi
keuangan pusat kepada daerah dan pengaturan secara mandiri terhadap keuangan secara mandiri
disertai tanggung jawab. Dalam teori tersebut Richard dan Villancourt 2002 menyebutkan bahwa
terdapat tiga definisi yang pertama desentralisasi fiskal merupakan pemindahan tanggung jawab
pemerintah pusat kepada daerah. Definisi kedua yaitu pemerintahan daerah sebagai repsentasi
pemerintahan pusat melalui proses pendelegasian. Definisi ketiga yaitu pemerintahan daerah
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sebagai objek pelimpahan wewenang yang tidak terikat secara penuh, namun memberikan
kebebasan dalam memustuskan suatu kebijakan (Purnomo et al, 2021)

Davodie & Zou (1998) mendefiniskan desentralisasi fiskal sebagai perubahan pola keuangan yang
terpusat. Penelitian yang dilakukan Davodie dan Zou (1998) menggunakan analisis terhadap faktor
pertumbuhan internal terhadap negara— negara di dunia sejak tahun 1970 hingga 1989 menunjukan
bahwa dari 46 negara, mayoritas negara maju atau negara dengan GDP tinggi memiliki kebijakan
desentralisasi fiskal dari pada negara berkembang. Negara maju dalam observasi penelitian
tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal guna meningkatkan produksi negarA. Kebijakan
desentralisasi fiskal akan lebih efisien jika hanya kepentingan fiskal namun juga pemerintah
Purnomo & Danuta 2022.

Thornton (2007) melakuakn penelitian terhadap kebijakan desentralisasi fiskal dengan
menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi yaitu dengan memberikan dana mentah
kepada daerah untuk dikelola dengan motovasi tertentu. Hasil dari penelitian ini tersebut
menunjukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadapa pertumbuhan ekonomi mikro
daerahnya namun dampak yang ditimbulkan adalah penambhan pendapatan. Pendaptan akan
muncul karena dana yang dikelola merubah bahan produksi mentah menjadi sesutu yang bernilai
lebih. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi mikro daerah akan muncul jika wilayah tersebut
memiliki potensi sumber daya yang baik (Murdijaningsih et al, 2021).

Indonesia telah melakukan desentralisasi fiskal sejak munculnya Undang-Udang Nomor 22 Tahun
1999. Kusuma (2013); winarto et al, 2021 mengemukan teori desentralisasi fiskal sebagai alat yang
digunakan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi daerah dalam mencapai kesetaraan
pembangunan. Penelitiang yang dilakukan kusuma (2013) tersebut menyatakan bahwa
pengelolaan keuangan daerah melalui sistem belnaja daerah menstimulus pembangunan ekonomi
daerah dalam meninsfestasi terhadap pendapatan asli daerah (Muntahanah et al, 2022).

2.2 Dana Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bawono (2019). Memberikan definisi desa sebagai bentuk pemerintah paling kecil dari sistem
desentralisasi. Desa di Indonesia mayoritas memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang
rendah. Tujuan sari adanya pemerintah desa tentunya tidak lepas dari proses pembangunan
nasional maupun daerah yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarkat.
Surveyandini (2021).

Aturan yang mendasari Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan,
pertanggung jawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa diurutkan melalui kepentingan dalam
pasal 20,24,38, dan 44.

e Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan
RKPDesa

2) Sekretaris Desa menyampaikan rencana peraturan Desa tentang APBDesa Kepada
kepala Desa.

3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan di sepakati bersama.
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4) Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa di sepakati bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
e Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka
pengaturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
e Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksaan
APBDesa Kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2) Laporan petanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sebagaiman
dimaksud pada ayat (3).
e Pengawasan Alokasi Dana Desa
1) Pemerintahan Provinsi Wajib membina dan mengawasi pemebrian dan penyaluran
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil pajak dan Restribusi Daerah dari
kabupaten/kota kepada Desa.
2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

Dalam mencapai pengelolaan dana desa yang baik, Pemerintah desa harus memiliki perencanaan
terhadap alokasi dana desa, implementasi terhadap perencanaan dana desa, pertanggung jawaban
atas pengguna dana desa, dan pengawasan terhadap seluruh proses pergerakan dana desa .
perencanaan alokasi dana desa yang baik juga harus memiliki keterkaitan dengan APBDesa atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alokasi Dana Desa direncanakan sesusia APBDesa dan
pengusulan dan penentuannya dilakukan melalui musyawara desa atau disebut dengan istilah
Musrenbangde (Musyawara Perencanaan Desa). Sehingga dalam implementasi dilapangan sesui
dengan nilai, ide dan tujuan masyarakat desa tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan
di Provinsi Jawa Tengah penelitian ini dilakukan di 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data
di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2015- 2020 berupa data Alokasi Dana
Desa, Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur Ekonomi dan Produktivitas
Petani Padi. Adapaun definisi dari variabel penelitoian ini adalah 1) Alokasi Dana Desa adalah
jumlah dan dana desa yang dimiliki oleh suatu desa. Dana desa diukur dalam satuan juta rupiah.
2) kemiskinan adalah jumlah orang yang mengalami kemiskinan dalam suatu daerah. Diukur
dalam satuan persen, 3) Ketimpangan adalah jumlah presentase jumlah perbedaan pendapatan
pada suatu daerah yang diukur dalam satuan persen 4) Indek Desa Membangun merupakan fasilitas
fisik yang digunakan untuk kepentingan tertentu, Indek Desa Membangun diukur dalam jumlah
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pembangunan infrastruktur pada suatu desa dengan satuan unit, 5) Produktivitas Petani Padi
merupakan hasil produksi padi dalam kurun waktu tertentu yang diukur dalam satuan (ton/ha).

Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kemiskinan, ketimpangan
pendapatan, infrastruktur ekonomi dan produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah
menggunakan analisis regresim sederhana dengan data panel. Data panel merupakan data
kombinasi antara data time series dan cross section. Di dalam penelitian ini menggabungkan data
dari Provinsi Jawa Tengah Sebagai data cross section menggunakan periode 2015 — 2020 sebagai
data time series. Dengan model persamaan sebagai berikut:

Persamaan 1 : 1Y1it= o + Xiit + elit
Persamaan 2 : Y2it = f0 + X1it +€2it
Persamaan 3 : Y3it = 0 + X1it + 3it
Persamaan 4 : Y4it= 0 + X1it + e4it

Dengan keterangan

Y1 = Kemiskinan
Y2 = Ketimpangan Pendapatan
Y3 Infrastruktur Ekonomi

Ya = Produktivitas Pertanian

X1 = Alokasi Dana Desa
Bo, B1, ... p4 = Koefisien Variabel Bebas
i = Cross section

t = Time Series
€1, €2, ...,e4 = Random Error
4. Hasil

4.1 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif
model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil Uji Chow menunjukan terdapat
signifikansi data yaitu dengan nilai Cross Section Chi Square sebesar 0.0000. Dari data tersebut
model yang sesuai diantara Common effect Model dengan Fixed Effect Model adalah Fixed Effect
Model. Hasil Analisis Uji Hausman menunjukan bahwa terdapat signifikansi uji Cross Sectio
random pada nilai Porbabilitas 0,0003. Nilai uji tersebut < 0,05 dengan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang sesuai dengan penelitian.
Hasil uji t menunjukan bahwa nilai thiung lebih keci dari trabel (-13,9464 < -1,6539) dan signifikansi
lebih kecil dari 0.05 (0,0000 < 0,05) Artinya bahwa Alokasi dana desa berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam melakukan Estimasi data menggunaka metode data panel digunakan tiga alternatif
model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji Chow menunjukan
bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai Cross-section chi-square sebesar 0,0000 dari
data tersebut model yang sesuai diantara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model adalah
Fixed Effect Model. Hasil analisis uji Hausman menunjukan bahwa terdapat signifikansi uji Cross-
section random pada nilai Porbabilitas 0,0025. Nilai uji tersebut < 0,05 dengan hasil tersebut dapat
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disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang sesuai dalam penelitian.
Hasil uji t menunjukan bahwa nilai thiwng lebih besar dari tiael (18,7864 > 1,6539) dan signifikansi
lebih kecil dari 0,05 (0,0000 < 0,05) Artinya bahwa Alokasi dana desa berpengaruh Positif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.3 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Infrastruktur Ekonomi

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif
model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji Chow menunjukan
bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai cross-section chi-square sebesar 0,0000. Dari
data tersebut model yang sesuai diantara Common Effeck Model dengan Fixed Effect Model adalah
Fixed Effect Model. Hasil analisis Uji Hausman menunjukan bahwa terdapat signifikansi uji cross-
section random pada nilai Probabilitas 0,0000. Nilai uji tersebut < 0,05 dengan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang sesuai dengan penelitian. Hasil uji
t menunjukkan bahwa nilai thiung lebih besar dari tiael (12,8395 > 1,6539) dan probabilitas 0,0000.
Artinya bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap Infrastruktur Ekonomi
di Provinsi Jawa Tengah.

4.4 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Produktivitas Petani Padi.

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif
model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji Chow menunjukkan
bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai cross-section Chi-square sebesar 0,0000. Dari
data tersebut model yang sesuai diantara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model adalah
Fixed Effect Model. Hasil analisis Uji Hasumann menunjukkan bahwa terdapat signifikansi uji
Cross-section random pada nilai Porbabilitas 0,6197. Nilai uji tersebut > 0,05 dengan hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang sesuai dalam
penelitian. Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model
Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange
Multiplier (LM). Parameter uji pada uji ini yaitu jika nilai signifikansi Breusch-Pagan kurang dari
0,05 (< 0,05) maka REM merupakan model yang sesuai sedangkan jika lebih maka CEM
merupakan model yang sesuai. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung > ttabel (-5,2640 < -
1.65392) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0,0000 < 0.05) . Artinya bahwa Pengelolaan
Alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi
Jawa Tengah.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hasil analisis variabel independen kemiskinan terhadap variabel dependen Alokasi Dana Desa
ditunjukkan melalui uji t. Pada model Fixed Effect sebagai model yang paling sesuai menunjukkan
nilai t-Statistic sebesar -13,9464 dan probabilitas 0,0000 yang menandakan bahwa variabel alokasi
dana desa memiliki signifikansi korelasi terhadap kemiskinan. Hasil uji deskriptif terhadap tingkat
Alokasi Dana Desa yang terus meningkat di setiap kabupaten setiap tahun diikuti oleh tingkat
kemiskinan yang menurun sebelum tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus
melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin di desa tertinggal. Program unggulan seperti
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Program Satu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui pembiayaan dana desa (Yulitasari
& Tyas, 2020).

Temuan Lalita et al 2018 bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap
kemiskinan artinya Alokasi Dana Desa Yyang seharusnya menjadi tulang punggung dalam
mengurangi kemiskinan, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, adanya dana dana desa
yang meingkat setiap tahunnya seharusnya tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Sebab
Dana Desa tersebut dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan pembangunan desa, dan
menigkatkan pendapatan masyaraka desa Nugraha & Danuta 2021.

Temuan Sigit & Kosasih (2020) dan Dwi & Irama (2018) bahwa variabel Alokasi Dana Desa
memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin hal tersebut menunjukan bahwa
ketika alokasi dana desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun berbeda dengan
penelitian Azwardi & Sukanto (2014); Rokhayati et al, 2021. yang juga menyimpulkan bahwa
Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
bahwa Alokasi Dana Desa memiliki kaitan dengan belanja daerah untuk perkembangan desa.
Bahkan dalam penyelanggaraan pemerintah desa pada umumnya alokasi dana desa menjadi
sumber utama pemerintah desa untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Hasil simulasi kebijakan
yang dilakukan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran Alokasi
Dana Desa mampu meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah, yaitu antara lain
mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolok ukur kemandirian
daerah. Peningkatan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan total
pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (fiscal needs) daerah
(winarto et al , 2022). Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di
perdesaan Danuta & Nugraha 2021.

Dari hasil pembahasan mengenai hubungan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa akan
menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat, adanya dana dana desa yang meingkat setiap tahunnya seharusnya tingkat
kemiskinan juga akan berkurang. Sebab Dana Desa tersebut dapat menciptakan tenaga kerja,
memberikan peluang kerja yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
meningkatkan pembangunan desa, dan menigkatkan pendapatan masyaraka desa. melalui
program — program penuntasan kemiskinan seperti pemberdayaan perangkat desa, produksi
UMKM desa, dan program bantuan terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin Lalira et al.,
(2018).Temuan Rimawan dan Aryani (2019) mengemukan bahwa Alokasi Dana Desa tidak
berpengaruh terhadap kemiskinan hal ini menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa belum mampu
mengurangi kemiskinan dikarenakan program yang dilakukan oleh pemerintah desa masih
mengedepankan pembangunan Infrastruktur tidak memperbanyak program mengenai
pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Purnomo & Danuta 2022.

5.2 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan

Hasil analisis variabel independen ketimpangan terhadap variabel dependen Alokasi Dana
Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada model Fixed Effect sebagai model yang paling
sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar 18.78642 dan probabilitas 0.0000 menandakan bahwa
variabel ketimpangan memiliki signifikansi terhadap alokasi dana desa. Nilai positif pada t-hitung
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menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai alokasi dana desa, maka tingkat ketimpangan semakin
besar.

Indeks Gini atau gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pengeluaran secara menyeluruh (Bank Indonesia, 2021). Hasil penelitian yang menunjukkan
signifikansi positif berbeda dengan penelitian yang dilakukan Imawan & Purwanto (2020),
Mubazaroh & Hasmarini (2020) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh
negatif terhadap ketimpangan atau indeks gini rasio Adhitya 2021. Perbedaan pada hasil penelitian
ditunjukkan dalam nilai deskriptif gini rasio seluruh 29 kabupaten di Jawa Tengah yang
berfluktuatif sejak tahun 2015 — 2020.Indek gini di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa
tiap kabupaten memiliki fluktuasi gini ratio di tahun 2015 hingga 2020. Secara mayoritas
kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan indeks gini di tahun 2017 dan menurun di tahun
2018 kemudian beranjak naik hingga 2020 (BPS, 2020). Hal tersebut dapat terjadi karena di tahun
2017 Jawa Tengah mengalami perubahan politik dan gubernur sehingga mengalami perubahan
siklus produksi dan pelayanan jasa (BPS, 2020). Tahun 2019 hingga 2020 pandemi Covid-19
menjadi wabah dan konsetrasi seluruh dunia yang menyebabkan proses produksi dan pelayanan
mayoritas berhenti. Hal tersebut dapat dirasakan golongan pendapatan kelas IV atau terbawah yang
mengalami kekosongan pendapatan sehingga tingkat ketimpangan meningkat ( BPS Provinsi Jawa
Tengah, 2021).

Dampak perubahan produksi di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diantaranya disebabkan
banyaknya pemutusan hubungan kerja di banyak perusahaan yang menyebabkan hilangnya
pendapatan mayoritas masyarakat Jawa Tengah (BPS, 2020). Fenomena PHK pada secara massal
merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pada suatu
wilayah (Hendrastomo, 2010); Adhitya et al, 2022. Dari hasil pembahasan mengenai dampak
alokasi dana desa terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan
bahwa berdasarkan hasil analisis data panel menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa
maka semakin tinggi nilai ketimpangan pendapatan. Purnomo 2021. Hal tersebut merupakan
penemuan baru dimana dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat faktor yang
menghambat penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akibat penurunan jumlah produksi yang
disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 Hal tersebut membuat pemutusan
hubungan kerja massal yang mempengaruhi pendapatan penduduk Provinsi Jawa Tengah
Surveyandini & Achadi 2021.

5.3 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Infrastruktur Ekonomi

Hasil analisis variabel independen infrastruktur ekonomi terhadap variabel dependen Alokasi
Dana Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada model Fixed Effect sebagai model yang
paling sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar 12.83951 dan probabilitas 0.0000 menandakan
bahwa variabel infrastruktur ekonomi signifikan terhadap alokasi dana desa. Nilai positif pada
thing Menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai alokasi dana desa, maka tingkat infrastruktur
ekonomi semakin besar. Nilai indeks infrastruktur ekonomi diperoleh dari nilai Indeks Ketahanan
Ekonomi yang diukur melalui dimensi Keragaman Produksi Masyarakat akses pusat perdagangan
dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah (Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2021). Nilai pembangunan infrastruktur ekonomi desa melalui
alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2015 — 2020 pada setiap kabupaten
yang ada di Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Semakin tinggi alokasi dana,
desentralisasi wilayah (dana desa) terhadap akses maupun infrastruktur berkorelasi positif dengan
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tingginya dana yang dibutuhkan (Lai & Zhang, 2015). Penelitian Lai & Zhang (2015), Sutriani &
Damanik (2022) menunjukkan bahwa tingkat alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap
infrastruktur ekonomi.

Temuan Arina et al. (2021) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indek Desa
Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap adanya peningkatan Alokasi Dana
Desa maka akan meningkatnya Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil
penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rimawan (2019) menyatakan bahwa Alokasi Dana
Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan
membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
(Winarto et al, 2022). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh
terhadap indeks desa membangun. Alokasi dana desa terhadap infrastruktur ekonomi sangat
dipengaruhi dengan kebijakan fiskal suatu negara (Mubazaroh & Hasmarini, 2020). Peningkatan
infrastruktur ekonomi dinilai menjadi aspek bisnis yang menjanjikan khususnya pada daerah
berkembang seperti Jawa Tengah karena sumber daya desa yang sangat potensial (Arfiansyah,
2020). Peningkatan akses seperti jalan dan jembatan sangat membantu dalam distribusi produksi
UMKM desa di Jawa Tengah mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan akses
desa — kota yang belum seluruhnya terkoneksi (Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan penelitian Gani et al (2020) bahwa penggunaan dana desa di desa - desa tertinggal
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur
dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa berkontirbusi positif terhadap ketahanan sosial,
ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi serta status desanya meningkat menjadi desa
berkembang dan maju. Dari pembahasan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap
infrastruktur ekonomi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan semakin tinggi alokasi
dana desa di Provinsi Jawa Tengah maka semakin tinggi infrastruktur ekonomi. Infrastruktur
ekonomi yang difokuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan fasilitas
pertanian seperti irigasi dan drainase serta akses trasnportasi seperti jalan dan jembatan (Harstuti
et al, 2022).

5.4 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Produktivitas Petani Padi

Hasil analisis variabel independen produktivitas petani padi terhadap variabel dependen
Alokasi Dana Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada model fixed Effect sebagai model
yang paling sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar -5.264038 dan probabilitas 0.0000
menandakan bahwa variabel alokasi dana desa memiliki korelasi signifikan negatif terhadap
produktivitas petani padi. Hasil nilai uji t-statistic yang bernilai negatif sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan Herdiansah, Sujaya et al., (2018) yang mengemukakan bahwa tingkat
alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap produktivitas petani padi. Penelitian yang
dilakuakan Yulitasari & Tyas (2020) mengemukakan bahwa tingkat produktivitas padi akan
meningkat jika petani dapat mudah mendapatkan alat dan bahan dalam bertani.

Nilai fluktuatif pada produktivitas petani padi di Jawa Tengah disebabkan berubahnya taraf
penjangkauan petani terhadap kebutuhan pertanian (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Pada tahun
2019 — 2020 produktivitas petani menurun karena pendapatan rendah sedangkan harga bahan
pertanian tinggi (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
2021). Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi seluruh subsidi
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sektor pertanian Kabupaten di Jawa Tengah. Studi empiris Purbasari et al ( 2018) menyatakan
alokasi dana desa tidak dapat berpengaruh terhadap produktivita petani. Hal ini dikarenakan
Alokasi dana desa di kabupaten sukoharjo lebih banyak di alokasikan untuk pengahasilan tetap
desa sehingga cukup beralasan jika alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
produktivitas padi. Surveyandini 2022.

Pemerintah Jawa Tengah melalui subsidi sektor pertanian berfokus pada pemberian bantuan bahan
dasar pertanian seperti benih, pupuk, pembasmi hama maupun alat — alat pertanian (BPS Provinsi
Jawa Tengah, 2021). Namun demikian, jumlah lahan padi yang terlalu besar dibandingkan dana
desa yang dialokasikan belum mampu memberikan pemerataan pada seluruh petani (Herdiansah
Sujaya et al., 2021). Dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi produksi dan stok barang
pertanian membuat harga melambung tinggi dan sulitnya petani dalam mengakses fasilitas
pemberdayaan pertanian membuat kondisi produksi padi menjadi terhambat. Dari pembahasan
mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap produktivitas petani padi menunjukkan bahwa
alokasi dana desa ber-pengaruh negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Ten-
gah. Alokasi dana desa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan
produktivitas petani padi masih belum mampu menunjang seluruh aktivitas produksi ditambah
dengan kondisi pandemi dan anomali cuaca yang membuat produksi padi menjadi sangat sulit.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan
di Provinsi Jawa Tengah. 2) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap
ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah. 3) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat infrastruktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 4) Alokasi Dana Desa
berpengaruh signifikan negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya efektifitas alokasi dana desa terhadap pengembangan
kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah. Pentingnya pembangunan yang inklusif dimana
seluruh golongan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama terhadap akses kesejahteraan
melalui program - program desa. Tingkat kemiskinan dapat menjadi tolok ukur penurunan tingkat
ketimpangan pendapatan pada seluruh golongan masyrakat. Pentingnya program alokasi dana desa
yang efektif dapat memberdayakan masyarakat secara mandiri melalui pengembangan sumber
daya yang ada di sekitar desa. Pentingnya pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam
mengkolaborasikan program prioritas seperti subsidi UMKM dan petani padi dapat menjadi solusi
dalam membangun masyarakat yang madani pa-da seluruh desa di Provinsi Jawa Tengah.
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